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Mpnninnat  1

d .

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk eflsiensi dan efektif i tas kelembagaan sebagai upaya

mewujudkan kepemerintahan yang baik perlu penataan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk

menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai

wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kebljakan pemerintah

sesuai  dengan v is i  dan mis i ;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Gorontalo.

Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890) ;  sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



2 .

Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 Nomor 169'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provlnsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undanfg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4438);

3 .

A

5 .

6 .

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 5234) ;

B. Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Neqara

Republik Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang -labatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor

13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawal Negeri

Sipil dalam labatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesla Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 4194) ;

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun

2005 Nomor 1'40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla N0m0r

4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741) ;

14. Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

MCNETAPKAN : PERATUMN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAEMH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UI'4UT4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyetenggaraan uruSan pemerintahan Oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinslp Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerlntah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

4. Gubernur adalah KeDala Daerah Provinsi Gorontalo.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

7. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah

unsur perencana penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah.



t .  LsmC;qA Tcknis laei-ah aceiai icn1DiEa icknis Daerai:  Pi 'Ov;nSi GOi'Cntato bei 'DentuK

l r-r:pei.ric:'at, Bacl.:tl dar : i.at tl';i

i l  i - intt  r-,€iaK-cana tei(nis,.anE -i i iai j t : in,va c!sin!K8i uP' i  adaian uirsi j i '  pe!ai:san6 i€kr-r '5

D;rca Lembaga T$in:s.

. r ^ L  ' :

P E i'] 3Ei\i-iu i<-a,i,,l

ll I i-\engan perJtui'ai'i Sitei-an rnr dlDcntijk oi'gAni3asi Can taia k31a iembaga teknis

Daer : i r .

( ; l )  ,embaga ie(;-r i -q l . ) , leran sebaEaimdi-r  ' '1 im6KSLl i  ptda aiat  ( l  )  terd{! ' j  darr :

J.  : r^, ; r , :<tcr; l t  t : ' . - ) , ' ; r ' l i .

'a.  
i iadal  perer lca' laaf:  te i i  i ia ni-- .1ur lat l  Daeiai l ,

:  bacai  kepegaiv; ian, a,endrdi i ia i .  ian p€iai ihai- i  DaerAh:

c] .  bacan ke:oLu.:n b,Sr lcsa can pci l t ik ,

c. ljadan per:ltlel riSv aa r) ljla:varaKai- dail ilcl'r!-larr'Ju ir d n dela iertili 'J'lal,

r. ba,lan irngi<ungan niarri l  ian i-rset daei'an;

i. caien keisharlal l Danlan ien cusilt inforrnasi ,r, lgun9:

i. liaaar' Lrenat-r; tlleri arl'.' ' iai 'jeil p€liZitaI ierp';6,5ai! prl"lt' 'J;dan

r ke:iiir iierp;i3i,3k--- ;ari aiiia iia€ia,.a

t A Q  i i a

iN5Pif.ic.'sr

Bcgrarl i.e5ai'.]

r< edi j , l i ;kAn, T;:gaS, , ia;-r  fungsi

i-.lsai j

( i )  inspeKini-at  mei l ipai((- l ; .1 i i i iSi . j i  pcnEawa5 pcn.ve i?ngEaiaa n [ 'amerinfahan Da€ran

,  d :?  c :o i I : ) i i r l ' ; i r n  rn ,p l " . ' . u : .

,?) i ,1 ip.kt , r !  ' :Udr. ja t l l  'a l , r  d,  ' t jL.SJC i-r i \ - ;c ;v i l  ' .  1 ;  dataq f '={ci '  gandi 'a ' l  ' ' - ' l r la:  d.rr-

irncsrnva lreriaiiggr,rngl6r,'';;; l.;nESijni i(eDala Gt..iberni;;- cian 3ecai-a ieknis

acrni nisi.rasi nen'.iac;t 9er:,'bi rtaa rl'ie ri sekreia !'is Daerah.



Pasal 4

(1) Inspektoratmempunyai tugasmelakukanpengawasanterhadappe|aksanaanUrusan

Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

Pemer in tahanDaerahkabupa ten /ko tadanpe laksanaanurusanpemer in tahand i

Daerah kabuPaten/ kota.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) inspektorat

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasil itasi pengawasan;oan

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan'

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi inspektorat terdiri dari:

a. insPektur;

b. sekretariat terdirl dari:

1. subbagian evaluasi dan pelaporan;

2.  subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian'

c. inspektur Pembantu wilaYah I;

d. inspektur Pembantu wilayah II;

e. inspektur Pembantu wilayah III;

f. inspektur pembantu wilayah IV;dan

g. kelomPok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organlsasi inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tldak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.



BAB IV

BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAEMH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh kepala badan'

(2) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah'

Pasal 7

(1) Badan perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan

pembangunan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) badan

perencanaan pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dibid perencanaan pembangunan dan

statistik;

b. pengkoordinasika n penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik;

c. pembinaan, fasil i tasl dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan

rakyat, perekonomian, pemerintahan, kependudukan dan pembangunan wilayah

serta pelaksanaan statistik I ingkup wilayah provinsl;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan

oembanqunan

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal B

(1) Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari:
^  r . ^ ^ ^ t -  L - , . 1 - ^ .
d,  r \ t rpdro  uouot  t ,

b. Sekretariat terdiri dari:

1 s hhaoian nerencanaan dan evaluasi;



2. subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian'

c. bidang perencanaan ekonomi dan industri terdiri dari:

1. subbidang e(onomi

2. subbidang Industri.

d. bldang perencanaan sosial budaya dan pemerintahan terdiri dari:

1. sub bidang sosial budaYa

2. sub bid pemerintahan dan kependudukan

e. bidang perencanaan pengembangan wilayah, Sumber Daya Alam dan Ltngkungan

HiduP terdiri dari :

1 .  Sub b idang sumber  daYa a lam

2. sub bidang pengembangan wilayah dan Lingkungan hidup

f. Bidang data dan analisa Program

1. sub bidang data dan analisa program

2. sub bidang evaluasi dan pelaporan

g. KelomPok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Badan

(2) Bagan struktur organisasi badan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah tni,

BAB V

BADAN I(EPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
'.

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

(1 )Badankepegawa ian ,pend ld l kandanpe |a t i hanDaerahmerupakanunsurpendukung

tugas Gubernur.

(2) Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada

a y a t ( 1 ) d i p i m p i n o l e h k e p a l a b a d a n y a n g b e r k e d u d u k a n d i b a w a h d a n

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah'
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2. subbidang pendidikan pelatihan teknis dan fungsional'

g. Kelompok labatan Fungslonal

(2) Bagan struktur organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 12

(1) Badan kesatuan bangsa dan polit ik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.

(2) Badan kesatuan bangsa dan polit ik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Gubernur melalul sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Badan kesatuan bangsa dan polit ik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesif ik di bidang kesatuan bangsa dan

polit ik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kesatuan

bangsa dan polit ik menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai denqan l ingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

l i n a r L r r n  f  I  r a t c n \ / t '

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan peru nda ng- undanga n.



Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan polit ik terdiri dari:
^  t , ^ ^ ^ t ^  t  - . ] - ^
d, |(rtrporo uouql I

b. sekretariat terdirl dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;

2 .  subbagian keuangan;dan

3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang fasil i tasi pembinaan polit ik terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendidikan Budaya Polit ik;

2 .  Sub b idang ke lembagaan Pol i t ik .

d. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :

1. Sub Bldang Pembauran dan wawasan kebangsaan

2. subbidang kerjasama intelejen daerah

e. Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi terdiri dari :

1. Sub Bidang Organisasi Sosial;

2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi badan kesatuan bangsa dan polit ik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

BADAN PEN4BERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEI4BANGUNAN DESA TERTINGGAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal  15

(1) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal merupakan

unsur pendukung tugas Gubernur.



(2) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa teft inggal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpln oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan

betanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah'

Pasal 16

(1) Badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tetinggal mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat

spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal menyelenggarakan

fungsi :

a, perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerlntahan daerah sesuai dengan
l i ^ ^ 1 , , , ^  1 " , , ^ a - ^ . , r .
l l l 1 9 r \ u P  L u g q ) l  l y o l

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan l ingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Q r  r c r  r n r n  O r n a n i c a c i

v r : r v i  ' r v e v i

Pasal 17

(1) Susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa

tertinggal terdiri dari :
-  t , ^ ^ - t -  k - . { - ^
a ,  Nspo ro  uouq r  I

b. sekreta riat terdiri dari:
1  < r  r h h 2 n i . a n  n p r p n ^ - ^ _ - _r .  J v w v e y ' u r  I  l J L '  L '  r L d l l d d l  I  U O I  |  t r v O l U O J | ,

2. subbagian keuangan;dan

?  c r  r h h : n i : n  r r m r r n  f , - ^  r , ^ ^ ^ ^ - . , , - i - ^
J ,  J u v v v y r e "  v ' r r e ' r l  U O l l  N E P E 9 O V V O l O l l .

c. bidang pemberdayaan ekonoml masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam

terdiri dari:

1. subbidang pemberdayaan ekonoml masyarakat desa/kelu rahan; da n

2. subbidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologl tepat guna pedesaan.

d.  b idang penanggulangan kemiskinan terdi r i  dar i :



1. subbidang koordinasi kesejahteraan rakyat;dan

2. subbidang perlindungan dan bantuan sosial rumah tangga miskin.

e. bidang pembangunan desa tertinggal terdiri dari:

1. subbidang infrastruktur ekonomi desa tertinggal;dan

2. subbldang sarana prasarana ekonomi desa teftin99al.

f. bidang kelembagaan dan sosial budaya terdidri dari:

1. subbidang peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelatihan masyarakat

desa/kelurahan;dan

2. subbidang pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.

S. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran v yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAEMH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 18

(1) Badan lingkungan hldup dan riset daerah merupakan unsur pendukung tugas

Gubernur.

(2) Badan lingkungan hidup dan riset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan beftanggungjawab

kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal  19

(1) Badan l ingkungan hidup dan riset daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hldup dan

Riset daerah.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan lingkungan

hidup dan riset daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
t i ^ ^ t , ,  , ^  [ ,  , ^ - - ^ . , - .
| | r  1 9 ^ u P  t u g o J r  r y o l

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
( r  r q r  r n a n  O r n a n i s a s i

Pasal 20

(1) Susunan organlsasi badan lingkungan hidup dan riset daerah terdiri dari:
^  t , ^ ^ - t -  L - , . 1 - ^
o .  N E P q r o  u o u q r l

b. sekretariat terdiri dari:

1  s r  r h h a n i a n  r ^ ^  ^ . , - r . , ^ - i .
F L r  L r  r L q r  r o c r  I  u o r  |  t r v o r u o > r ,

2. subbagian keuangan;dan
? s t  rhhan ian  r  mr  rm r lan  kenener r ra i rn

c. bidang pengkajian dan penaatan l ingkungan terdiri dari:

1 .  subbidang pengkaj ian dan pembinaan anal is is  dampak l ingkungan;dan

2.  subbidang pengawasan dan b ina hukum l ingkungan.

d. bidang sistem informasi l ingkungan terdiri dari.

1. Sub bidang pengelolaan standarisasl dan informasl l ingkungan.

2. Sub bidang pengembangan sistem informasi l ingkungan.

e. Bidang Pengendalian dan sumber daya alam

1.  sub b idang pengendal ian pencemaran dan kerusakan l ingkungan;

2. sub bidang konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan ruang

e. bidang pengenbangan riset terdiri dari:

1. sub bidang pengembangan penelit ian dan sumber daya;dan

2. sub bidang aplikasi teknologi tepat guna, publikasi dan diseminasl.

f. Kelompok Jabatan Fungsional



(2) Bagan struktur organisasl badan lingkungan hidup dan riset daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan darr Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal  21

(1) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung merupakan unsur pendukung

tugas Gubernur.

(2) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan

betanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 22

(1) Badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesif ik

di bidang ketahanan pangan dan pusat informasi jagung.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan ketahanan

pangan dan pusat informasi jagung menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan l ingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
t i ^ ^ t , ,  . ^  + .  . ^ ^ - ^ .  , - .| | r  r9  r \u  P  r -u9o) t  t yo l

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan l ingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Sr  rq r  rnen C) raan ic :s i

Pasal 23

(1) Susunan organisasi badan ketahanan pangan dan pusat informasi jagung terdiri dari:
-  t , ^ ^ - t -  l .  - . 1 - ^o,  \ t rporc  uouor  I

b. sekretariat terdiri dari:

1  c r  r h h e n i ; nr  .  J v u u u y ' u '  '  p u '  L '  ' L O l l O O l  I  U O r  I  s v o l u o J l /

2. subbagian keuangan;dan

?  c r  r h h a n i : n  r r m r r n  r - -  r ' ^ - ^ ^ ^  ' ^ i ^ -
- . , . - . . r  u o r  I  r \ t r P t r g o v v o r o r l

c. bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan terdiri dari:

1. subbidang ketersediaan dan kerawanan pangan;dan

2. subbidang dist r ibusi  dan cadangan pangan.

d. bidang konsumsi penganekaragaman dan keamanan pangan terdiri dari:
1  c r  r h h i d : n n  l z n n c r, . - , , -Jmsi  dan penganekaragaman pangan;dan

2. subbidang kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan.

e. bidang pengkajian dan informasi jagung terdiri dari:

1.  subbidang pengkaj ian pengembangan;dan

7 cr rhhid:nn di<erqi135i dan infOrmaSi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi badan ketahanan pangan dan pusat informasl jagung

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Bagia n Kesatu

Kedudukan,  Tugas,  dan Fungsi

Pasal 24

(1) Badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu merupakan unsur

pendukung tugas Gubernur.



(2) Badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan

beftanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 25

(1) Badan penanaman modal dan perizlnan terpadu satu plntu mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesif ik

di bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan penanaman

modal dan perizinan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebljakan teknis sesuai dengan l lngkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
t i ^ ^ t , .  , ^  + ,  . ^ - - ^ . , - .| l r  t g N u P  L u g o J t  t y c t /

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan l ingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
( r  r q r  r n .an  Ornan i cac l

Pasal 26

(1) Susunan organisasi badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu terdlri

dar i :
1  t - ^ ^ ^ t ^  L - . . t -  ^o.  A t rporo  ududr l

b. sekretariat terdiri dari:
' 1  < r  r h h > n i r n  n o r o n - . ^ - . ^  - l r n  ^ . . r l ,  ' - - i .r ,  Juuvo9 rq r  I  Pc t  c t  t uc l  oo  uo t  |  t r vo ludS t /

2.  subbagian keuangan;dan
?  c '  ' l - ' h - - i - ^  ' , ' n ' , -  - l - ^  l , ^ ^ ^ ^ - . , , ^ : ^ ^J ,  )uuuc tg to  u  tu  t  ud  Kt rpcgdwdtd t l

c. bidang usaha pengembangan ekonomi masyarakat terdiri dari:

1. subbidang usaha ekonomi masyarakat perdesaan dan desa tertinggal;dan

2. subbidang lembaga ekonomi masyarakat pedesaan dan masyarakat teft inggal.

d. bidang kelembagaan dan sosbud terdiri dari:

1. subbidang peningkatan kapasitas pemerintahan, masyarakat

desa/kelurahan;dan



2. subbidang pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.

e. bidang penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

1. subbidang pengembangan SDM partisipasi dan keswadayaan masyaraka|dan
2.  subbidang per l indungan rumah tanqqa misk in

f. bidang pembangunan desa tertinggal

1. subbid pendayagunaan SDA dan TTG perdesaan;dan
1  - , , t  1 . i , . 1  - - , ^ - ^ ^  |l . suooto sarpras Kawasan perdesaan tertinggal.

g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan struktur organisasi badan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB XI

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAEMH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

(1) Kantor perpustakaan dan arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
(2) Kantor perpustakaan dan arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Pasal 28

(1) Kantor perpustakaan dan arsip daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesif ik di bidang perpustakaan dan
Arsip Daerah.

(2) Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor
perpustakaan dan arsip Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebrjakan teknis sesuai dengan l lngkup tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai denoan

lingkup tugasnya;



c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan l ingkup tugasnya;dan

d. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan peru ndang- undanga n.

Bagian Kedua

Q r  r < r  r n a n  O r n a n i c a < i

Pasal 29

(1) Susunan organisasi kantor perpustakaan dan arsip Daerah terdiri dari:
-  l . ^ 6 a l -  l , - 6 l . ^ - .
o ,  N t rpo ro  Nc l r  r Lv r  /

! .  - . . L L ^ ^ i - ^  L - + ^  , . - - L0. suooagran rara usana;
-  - ^ t . - i  ^ ^ - ^ .  . - r - - t . - - ^ .
L,  >tr | \ ) l  pt r l  pU)LOr\OOl l /

a  - ^ t , - i  - - - : ^ . / . 1 - ^
u .  > c r \ > r  o r  > r P l u o r l

e. seksi pembinaan dan kerjasama kelembagaan.

f. Kelompok labatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi kantor perpustakaan dan arsip Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 30

(1) UPT mempunyal kedudukan sebagai unsur pelaksana teknls operasional daerah.

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalul Kepala Badan

(3) UPT dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesual peraturan perundang-

u ndanga n

(4) Pengaturan tentang UPT mengenai nomenklatur, jumlah dan jenls susunan

organisasi, tugas dan fungsl ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan

peraturan perundang-undangan.



BAB XIII

KELOM POK JABATAN FUNGSiONAL

Pasal  31

(1) Pada masing-masing lembaga teknis Daerah dapat dibentuk kelompok Jabatan

Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daeralr sesual dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok labatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan

ditetapkan berdasarka n peraturan peru nda ng-u nda ngan.

(4) Kelompok Jabatan Fungslonal dlplmpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Funsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan dan Peraturan

Gubernur.

BAB XIV

TATA KER]A

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya satuan kerja Perangkat Daerah menerapkan

prinsip koordlnasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplif ikasi.

Pasal 33



(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

hubungan fungslonal dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(2) Setlap pimpinan satuan organisast bertanggungjawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk

Delaksanaan tuqas.

BAB XV

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 34

(1) Inspektur, kepala badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bldang, Inspektur

Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi seda Pejabat

Fungsional di Lingkungan Badan, Inspektorat, dan Kantor diangkat dan diberhentikan

oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah

(2) Pejabat - pejabat lainnya di Lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan kepegawaian di l ingkungan Inspektorat, Badan dan kantor dilakukan oleh

Gubernur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal  35

(1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon IIa.

(2) Jabatan struktural eselon IIIa terdiri dari :
-  l , ^ ^ a l ^  l , - ^ l ' ^ - .o. r\trl-Joro r\or rLUr /

h  co lz  ro fe  r i c  h rden.

c. sekretaris inspektorat;
. t  t , ^ ^ - t -  L i ! -  ^ ^ . , . t  ^ ^u .  r \ E P o r o  u r u o  | | 9 r ! ] o r  I

e. inspektur pembantu.

(3) Jabatan struktural eselon IVa terdiri dari:
-  t , ^ ^ - t -  - ,  , t - l ^ i . . 1 - ^ ^ .
o .  N E P O T q  > U  U U T U C l |  r g /

L  t , ^ ^ - t ^  ^ , , L L ^ ^ : - . ^ . - . 1 ^o.  Kepa la  suDDaqra  n ;oan

c. kepala seksi



BAB XVI

PEN4BIAYMN

Pasal 36

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas lembaga teknis Daerah dibebankan pada

anggaran pendapatan belanja Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi lembaga teknis Daerah diatur
dengan Peraturan Gubern ur.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pemangku jabatan strr:ktural yang ada pada saat diundangkannya peraturan Daerah ini

tetap menjalankan tJgas sampai dilakukan pelantlkan pejabat baru berdasarkan

Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Nomo 6);diln



b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pusert Informasi Jagung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); dlcabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsl Gorontalo.

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal  -  I  v l : tc , . i : '  2013

SEKRETARIS DAEMH PRTNSI GORONTALO,

rTh*{
/  u t t  /
L l

WINARNI N4ONOARFA

LEI4BARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 13

Ditetapkan di Goro

pada tanggal

GUBERNUR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : ITAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEN4BAGA TEKNIS DAERAH

PROVINSI GORONTALO

I,  UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan susunan organisasi Perangkat

Daerah ditetapkan dalerm Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu

dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari pasal inl telah

diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada

oeraturan Demerintah ni..

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Gorontalo dalam Peraturan

Daerah ini secara umum mengikuti prinsip miskin struktur kaya fungsi sesuai ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan pengecualian secara terbatas.

Pengecualian susunar Perangkat Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan

petimbangan objektif.

Secara faktual, penataan organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian dari

upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Tata

pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan

masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam

rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam

perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah

Provlnsl Gorontalo dirarapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang

prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan

masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, seta



mewujudkan tertlb anglgaran. Di samping itu, penataan organlsasi Perangkat Daerah juga

diharapkan dapat men ngkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Gubernur dalanr menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat

Daerah yang terdlri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi

yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam

dinas daerah, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta staf

ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut diatas.

Organlsasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan petimbangan adanya urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajlb dan

urusan pil ihan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan

pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri karena pertimbangan

efektlvitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi seta

komunikasi kelembagaan antara pusat daerah juga harus diperhatikan. Selain itu, dalam

implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini

dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan

dengan adanya penggurangan dan penggabungan satuan kerja Perangkat Daerah seta

kemungkinan terjadin,/a pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja Perangkat

Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak

kepegawalan dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya

merupakan upaya yani3 logis dan realistis.

II. PASAL DEIVII PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup je las.

Pasal 3



Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas,

Pasal 5

Cukup je las,

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup je las,

Pasal B

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal  10

Cukup jelas.

Pasal  11

Cukup jelas.

Pasal  12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15



CukuP jelas.

Pasal 16

CukuP jelas.

Pasal 17

CukuP jelas'

PaSar lu

CukuP jelas'

Pasal 19

CukuP jelas.

Pasal 20

CukuP jelas.

Pasal  21

CukuP jelas.

Pasal 22

CukuP jelas.

Pasal 23

CukuP jelas.

Pasal 24

CukuP je las.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

CukuP jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal  31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksrd dengan "koordinasi" adalah peran seta para pemangku

kepentingan dalam menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan l ingkup

kewenangann,la, bai k l intas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi

Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi
Dor> nn lz>f l-)>crrr h

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan

organisasl Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang

berlaku.

Yang dimaks;ud dengan "simplif ikasi" adalah penyederhanaan penataan

organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 33

Cukup je las.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas,

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

TAN4BAHAN LEN,IBAMN DAERAH PROVINSI GORONTALO NON4OR ..1]-,,
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